
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran . -e5~.:o. 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pe:2.:-...:..-=-- =.~-=­ 
Pokok-Pokok Azraria (Lembaran Neaara Republik =:::::- ~- - - 

BUPATI MUNA, 
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan 

pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh 
Pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen 
penguasaan/ pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang 
diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat 
didaftarkan; 

b. bahwa biaya untuk penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan 
tanah sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, di Kabupaten Muna belum diatur dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara maupun dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

c. bahwa Diktum KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria 
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A 
Tahun 2017 dan Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan 
Persiapan Pendaftaran Tarrah Sistematis menyebutkan bahwa 
dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota 
untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut 
dibebankan kepada masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Muna tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap di Kabupaten Muna. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR lf7.r TAHUN 2017 

TENT ANG 

PEMBIAY AAN PERSIAPAN PENDAFfARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 
DI KABUPATEN MUNA 

BUPATI MUNA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



Instruksi Pres.cer; ~~::i-~·::·:-.: .r conesia :\orr.or _ Tahun 2016 tentang 

_ ::cang-'"" nc.ang :\ omor 2 3 Tah un 201-+ ten tang Pemerin tahan 
Gaerah (Lerribaran :\egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2+-l-. Tambahan Lembaran :\egara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201-+ tentang Desa (Lembaran 
Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1997 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3696); 

8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/ Kepala Bad an Pertanahan Nasional N omor 1 Tah un 201 7 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 
tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
179); 

11. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 
25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor: 34 
Tahun 2017 ten tang Pernbiavaan Persiapan Pendaftaran Tanah 
Sistema tis Lengka p. 



Pasal 2 
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembiayaan persiapan 

PTSL yang tidak dianggarkan dalam APBD. 
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap sumber 

pembiayaan persiapan PTSL yang tidak dianggarkan dalam APBD. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 1 
::)alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Daerah adalah Kabupaten Muna. 
2. Bupati adalah Bupati Muna. 
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Muna. 
-l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna . 
o. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 

terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 
pembukuan dan penyajian data serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam 
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, 
termasuk pem berian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 
haknva. dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
merr.beban.nva. 

6. Pe r daftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL, adalah 
keg.atan per.daftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 
meliput; semua cbyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah 
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. 

7. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 
Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN 
MUNA. 

PERSIAPAN PEMBIAYAAN TENTANG BUPATI PERATURAN -r; :':2 pkan 

MEMUTUSKAN: 



Pasal 4 
(l) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan PTSL meliputi: 

a. kegiatan penyiapan dokumen: 
b. kegiatan pengadaan patok dan materai. 
c. kegiatan operasional petugas desa/kelurahan. 

(2) Pernbiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a berupa pembiayaan kegiatan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan 
yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan 
sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat 
pemilikan/penguasaan tariah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah 
aset Pemerintah/ daerah/ desa dan penguasaan tanah secara sporadik. 

13) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas­ 
batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) 
buah sebagai pengesahan surat pernyataan. 

(4) Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi: 
a. biaya penggandaan dokumen pendukung; 
b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; 
c. transportasi petugas desa/kelurahan dari kantor desa/kantor kelurahan ke Kantor 

Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan. 
(5) Pembagian besaran biaya setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui musyawarah desa/kelurahan. 

Pasal3 
=':'saran biaya yang diperlukan dalam persiapan PTSL sebesar Rp. 350.000,- (tiga 
::-::'.:~is lima puluh ribu rupiah), mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Diktum 
~~TCJUH Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pe rtanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
"ertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V /2017, Nomor: 590-3167 A Tahun 2017 
cian Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistema tis. 

I Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan 
kesepakatan masyarakat dalam musyawarah desa/kelurahan sepanjang tidak lebih 
dari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 

3 Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk biaya 
pembuatan akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak 
Penghasilan (PPh). 

t-+) Dalam hal terdapat penambahan biaya di luar ketentuan yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti biaya pembuatan alas hak, penambahan 
materai, penambahan patok serta biaya transportasi petugas desa di desa akan diatur 
dalam Peraturan Desa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 111 Tahun 2014 ten tang Pedoman Teknis Peraturan di Desa disertai bukti 
pengeluaran. 

BAB III 
PEMBIAYAAN 



BERlTA D . .\ER-\H K...\BCP.-\TE'\ :'vlUNA TAHUN 2017 NOMOR. ... 

SEK~RIS DAERAH. ) . r. 

NURDlN PhMONE 

Diundangkan di Raha 
pada tanggal -: ~ 201 7 

Ditetapkan di Raha 
pada tanggal J.f~ ~ l( 2017 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTuP 


